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KASUS POSISI :





PT Masa Kreasi adalah pemilik sebidang tanah garapan yang terletak di Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang dibeli dari Ny. Mariana Th. 1973 seluas 3.100 M2;


- 	semula tanggal 26 Mei 1973, batas-batas tanah tersebut adalah :


- 	sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik PT Sumisari Mfg. Co. Ltd.


- 	sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asep/Sukardi;


- 	sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lemigas.





Sebulan kemudian, pengatur ukur Ipeda mengukur tanah tersebut luasnya menjadi 3.102 m2 dengan batas-batas :


- 	sebelah Utara berbatasan dengan PT Sumisari Mfg. Co. Ltd.


- 	sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bilik Salbini Endang;


- 	sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kwat Yet Nyou;


- 	sebelah Barat berbatasan dengan milik Lemigas;





Tanah ini, kemudian dimohonkan keterangan Rencana Kota dan diakbulkan oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 8 Agustus 1979, ditandatangani Ir. M. Sidharta dan luasnya berubah menjadi 3.166 M2 dengan batas-batas :


- 	sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan rencana jalan;


- 	sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lemigas; 


- 	sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;





Menurut gambaran situasi yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat/Kasie Pendaftaran Tanah tanggal 19 Oktober 1982 luasnya menjadi 2.950 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :


- 	sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan rencana jalan;


- 	sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lemigas;


- 	sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kwak Kam Yong.





Awal tahun 1982, PT Masa Kreasi mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah seluas 2.950 M2 pada Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat, Permohonan tersebut dikabulkan dengan keluarnya surat Nomor: 164/I/H.P/I/1993 atas nama Mendagri Up. Dirjen Agraria melalui Gubernur DKI Jakarta, Up. Kepala Direktorat Agraria;





Menunjuk pada “Rencana Kota” tahun 1979 dari Dinas Tata Kota; lokasi dan kondisi tanah dinilai strategis yang diperkirakan akan mendatangkan keuntungan maksimal jika digunakan untuk berbisnis rumah.  Pihak Masa Kreasi merencanakan akan mendirikan 10 (sepuluh) buah runah tipe 45 dan OKW diatas tanah itu.  Keuntungan yang akan diperoleh jika rumah-rumah itu terjual tahun 1984, sekitar Rp 100.000.000,- saat itu harga tanah di pasaran, [ada sekitar lokasi itu, Rp 100,-/M2;





Tetapi rupanya perkiraan keuntungan bisnis ratusan juta itu, harus tertunda.  Atas permohonan PT Sumisari, maka Dinas Tata Kota membuat “Perubahan tata kota baru” itu, akan dibuat sebuah sodetan sungai diatas tanah PT Masa Kreasi untuk pembangunan “Cengakareng Drain”.  Padahal menurut Rencana Tata Kota tahun 1979, sodetan sungai itu akan dibuat di lahan milik PT Sumusari Mfg. Ltd.;





Pembangunan “Cangkareng Drain” itu dimaksudkan untuk menggulangi banjir yang diperkirakan terhadi lebih dahsyat dari sebelumnya yang terjadi di awal tahun 1979 di wilayah DKI.  Proyek ini memerlukan banyak sodetan sungai, agar dapat menampung dan mengalirkan air lebih banyak, sehingga banyak membutuhkan areal tanah untuk dibebaskan;





Perubahan Rencana Tata Kota itu didasarkan pada SK Gubernur No. 592 Th. 1979, tanggal 9 Agustus 1979 sebagai tindak lanjut dari upaya Pemerintah Pusat dari hasil pertemuan antara Menteri P.P.L.H; Menteri P.U.; dan Gubernur DKI Jakarta, untuk menganggulangi banjir banjir di DKI.  Sebenarnya hal ini telah direncanakan sejak Th. 1977, tetapi baru tahun 1980 dapat direalisir;





Meski proyek itu meminta banyak tanah milik penduduk, namun pembebasan tanah berjalan mudah, kecuali pembebasan tanah milik PT Masa Kreasi, karena perusahaan ini mengajukan gugatan terhadap Instansi terkait ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;





Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengupayakan cara damai, namun pihak PT Masa Kreasi berkeras untuk tetap mengajukan tuntutan terhadap Para Tergugat yang terdiri atas :





I.	Walikota Jakarta Barat Cq. Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat;


II.	Pemerintah DKI Jakarta, Cq. Dinas Tata Kota DKI Jakarta;


III.	Ir. M. Sidharta selaku pribadi maupun sebagai Kepala dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat;


IV.	PT Sumisari MFG. Co. Ltd.;


V.	Departemen Pekerjaan Umum, Cq. Dirjen Pengairan;





Dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) sebagai berikut :





1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


2. Mengembalikan keterangan Rencana Kota atas tanah Penggugat seperti tahun 1979;


3. Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III, IV, untuk mencabut keterangan Rencana Kota Th. 1980 atas permohonan PT Sumisari MFG. Co. Ltd.:


4. Memrintahkan kepada para Tergugat I, II, II, IV, untuk menetapkan kembali keterangan rencana kota seperti tahun 1979, atas nama Penggugat;


5.	Memerintahkan Tergugat IV membatalkan/mencabut permohonan rencana tata kota tahun 1980 yang dimohonkannya kepada Tergugat I/II;


6. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara;





Subsidair :


Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp 295.000.000,- untuk harga tanah seluas 2.950 M2 di Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dan keuntungannya akan didapat dengan akan didirikannya 10 buah rumah type 45 dan OKW diatas tanah tersebut, sebesar Rp 395.000,- dan denda sebesar 5%/bulan untuk kelambatan membayar ganti rugi sejak putusan Pengadilan Negeri (ex aquo et bono);





Gugatan Rekonpensi diajukan oleh Tergugat III (Penggugat Rekonpensi) dengan alasan : Penggugat Konpensi mencemarkan nama baik, Tergugat Konpensi III/Penggugat Rekonpensi;





Dengan dasar itu Penggugat Rekonpensi menuntut (petitum)





1. Menyatakan sita jaminan (CB) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sah dan berharga;


2. 	Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;


3. 	Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar uang ganti rugi Rp 255.000.000,- dengan rincian :


- Rp 100.000.000,- untuk tercemarnya nama baik Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi;


- 	Rp 5.000.000,- untuk waktu yang tersita guna mengurus perkara ini termasuk biaya Penasehat Hukum;


- 	Rp 150.000.000,- untuk kerugian akibat berkurangnya kenikmatan memakai rumah dan Tanah Tergugat III Konpensi, karena dimohonkan CB dan berkurangnya nilai ekonomis rumah dan tanah tersebut;


4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar uang paksa (dwangsom) Rp 100.000,-/hari untuk kelalaian menjalankan putusan ini;


5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dulu meskipun ada verset, banding atau kasasi;


atau : menjatuhkan putusan lain sesuai hukum dan keadilan;








PENGADILAN NEGERI :





Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut : 





Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat :





1. Surat Kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus karena siapa Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa tidak dijelaskan;


2. Pihak-pihak Tergugat tidak lengkap, karena Maria Desiana tidak turut digugat;


3. Gugatan atas Walikota Jakarta Barat Cq. Suku Dinas Tata Kota sebagai pihak tidak tepat, karena Walikota Jakarta Barat adalah Kota Administratif, bukan subjek hukum;


4. Gugatan atas Pemda DKI Jakarta Cq. Dinas Tata Kota DKI, tidak jelas dan tidak benar, sebab Pemda adalah Kepala Daerah dan DPRD;


5. Petitum No. 1 dan 2 tidak wenang diadili Pengadilan Negeri, karena menetapkan mengatur peruntukkan; membuat rencana tata kota adalah wewenang Gubernur/Kepala Daerah DKI Jakarta;


6.Perubahan tuntutan dan positum sesudah pemeriksaan berjalan tidak diperkenankan;


7. Rencana kota adalah kebijakan Pemerintah, bukan perbuatan melawan hukum; Pengadilan Negeri tidak wenang mengadilinya;





Terhadap eksepsi itu, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa eksepsi adalah sebagai berikut :





1. Tidak tepat,” Surat Kuasa” telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus.  Didalamnya termuat para pihak, Pengadilan Negeri yang mengadili dan pokok sengketa.  Karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;


2. Penyebutan Maria Desiana sebagai pihak, irrelevan, karena tidak ada hubungan dengan sengketa perkara ini;


3. Benar, Walikota Jakarta Barat bukan subyek hukum, karena bukan Wali Kotamadya Dati II, tapi Kotip, ia adalah pelaksana kebijaksanaan Pemda Tk I DKI Jakarta tetapi hal ini tidak mengakibatkan salahnya alamat gugatan, karenanya eksepsi ke 3 ditolak;


4. Tidak tepat dan ditolak, karena gugatan atas Pemerintah DKI Jakarta Cq. Dinas Tata Kota DKI Jakarta telah jelas;


5. Petitum gugatan Penggugat bukan untuk mengadili kebijaksanaan Pemerintah, tapi didasarkan atas perbuatan melawan hukum, karenanya Pengadilan Negeri berwenang mengadili.  Mengenai apakah tindakan itu merupakan kebijaksanaan atau perbuatan melawan Hukum, akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara;


6. Perubahan Posita gugatan Penggugat, yang mungkin merupakan penambahan petitum, tapi lebih banyak menyangkut penjelasan posita;


7. Seperti dikemukakan point 5, gugatan Penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum dari penguasa, karena itu sebelum terbentuknya Peradilan Administrasi Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;








Mengenai Pokok Perkara, Hakim Pertama mempertimbangkan sbb :





Perubahan rencana tata kota serta pembangunan proyek Cengakareng Drain dan pembuatan sodetan kali adalah kebijaksanaan penguasa.  Pengadilan dalam hal ini tidak wenang menilai.  Tetapi sebagai pihak yang tanahnya terkena sodetan sungai, maka adil jika mendapat ganti rugi yang layak dan harus dibayar Tergugat II;





Besar ganti rugi yang harus diterimakan kepada Penggugat akan disesuaikan dengan harga pasaran tanah sekitar sodetan dan berpedoman pada SK Gubernur KDKI Jakarta kepada Walikota Jakarta Barat No. 4625/VII/1983.  Besarnya ganti rugi untuk Penggugat = 40% x Rp 125.000,- (harga pasaran tanah) = Rp 50.000,-/M2;





- 	Kecuali untuk Tergugat IV, tindakan para Tergugat adalah kebijakan Penguasa, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan primair harus ditolak;


- 	Mengenai gugatan subsidair, Pengadilan Negeri berpendapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang terkena proyek Pemerintah, haruslah diberikan secara layak, dalam arti proyek ini dapat terus dikerjakan dan pemilik tanah yang terkena proyek, tidak terlalu dirugikan dengan membayar ganti rugi yang tidak berlebihan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ganti rugi sebesar Rp 50.000,-/M2 untuk Penggugat adalah jumlah yang layak dan adil;





Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut dimuka, Hakim pertama memberikan putusan sebagai berikut :





MEMUTUSKAN :


DALAM EKSEPSI :


- 	Menolak Eksepsi tersebut;





DALAM POKOK PERKARA :


- 	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;


- 	Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebanyak 2.950 x Rp 50.000,- - Rp 147.500.000,-;


- 	Menolak gugatan Tergugat II membayar ongkos perkara sebesar Rp 85.750,-





PENGADILAN TINGGI :





Tergugat II, Pemda DKI Jakarta, Cq. Dinas Tata Kota DKI Jakarta menolak putusan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengajukan pemeriksaan tingkat banding;





Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat lalai tidak mempertimbangkan gugatan Rekonpensi yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah gugatan Konpensi, sehingga Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Rekonpensi sebagai berikut :





Putusan Pengadilan Negeri mengenai gugatan Konpensi dalam eksepsi dinilai telah tepat dan benar, sehingga diterima dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri mengenai hal ini harus dinyatakan dikuatkan;





Pengadilan Tinggi juga membenarkan dan menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai gugatan Konpensi dalam pokok perkara yang menghukum Tergugat II membayar ganti rugi pada Penggugat.  Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, karenanya hal ini harus diperbaiki;





Pengadilan Negeri Jakarta Barat mendasarkan jumlah ganti rugi berdasarkan surat keterangan RW 05 Kelurahan Duri tanggal 20 Februari 1985 tentang taksiran harga tanah dilingkungan Kampung Bali RT 08/RW 05 adalah = Rp 125.000,-/M2 sebelum surat keterangan itu ada, terdapat SK Gubernur Kepala DKI 30 Juli 1983 No. 4625/VII/1983 butir 1g jo Bag. I ps. 19 Keputusan Gubernur Kepala DKI No. Da 11/3/14/1972 tentang “Pedoman Penetapan Besarnya Pembebasan Tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya dalam Wilayah DKI Jakarta”;





Penaksiran jumlah ganti rugi pembebasan tanah seharusnya dilakukan Pantap Penaksir ganti kerugian setempat, Cq. Panitia Pembebasan Tanah Wilayah Jakarta Barat, sebagaimana ditentukan dalam keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 11/1/10/1969, tanggal 16 Juli 1969;





Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Rekonpensi dari Tergugat III untuk dilakukan sita jaminan (CB) atas kekayaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, tidak relevan, maka tuntutan sita jaminan ditolak;





Tindakan Penggugat menggugat Tergugat, bukan tindakan Melawan Hukum, karena tiap orang berhak menggugat orang lain.  Pendapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat, yang mengajukan gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, tidak relevan dan karenanya dinyatakan ditolak;





Tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat yang menurut Penggugat Rekonpensi/Tergugat menimbulkan kerugian sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak didukung dengan perincian, bukti-bukti konkrit, maka harus ditolak;





Berdasarkan atas alasan yuridis yang pokoknya dikemukakan di muka, maka Hakim Banding memberi putusan sebagai berikut :


- 	DALAM KONPENSI 


- 	DALAM EKSEPSI :


Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;


- 	DALAM POKOK PERKARA :


Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 006/1984/Pdt/G, sehingga berbunyi : “Menghukum Tergugat II dalam Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditetapkan Pantap Penaksir ganti kerugian setempat Cq. Panitia Pembebasan Tanah Wilayah Jakarta Barat;


- 	DALAM REKONPENSI


	Menolak gugatan Tergugat II/Penggugat Rekonpensi seluruhnmya;


- 	DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :


	Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar ongkos perkara ditingkat banding sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA :





PT Masa Kreasi menolak putusan Hakim Banding dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;





Keberatan-keberatan Pemohon kasasi dalam memorinya pada pokoknya sebagai berikut :





1. 	Surat Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 4625/VII/1983 mengenai penetapan harga ganti rugi itu tidak mengikat secara yuridis bagi pemohon kasasi, karena dibuat secara sepihak dengan tidak menyertakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik Hak Pakai atas tanah sengketa seluas 2.950 M2;





2. 	Menurut Inpres No. 9/Th. 1973, pasal 5 (1) dan (2) ganti rugi atas tanah yang digunakan Pemerintah harus dibayar sesuai dengan harga tanah yang sedang berlaku pada waktu itu, dimana harga tanah sengketa sesuai P.11 adalah = Rp 125.000,-/M2, sedangkan surat Gubernur menetapkan harga ganti rugi tanah untuk tiap M2 jauh dibawah harga pasar.  Hal tersebut bertentangan dengan Inpres.  Dengan demikian Gubernur Kepala DKI Jakarta “Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”.





3. 	Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak dengan tegas menetapkan jumlah yang harus dibayar oleh Gubernur DKI sebagai ganti rugi tanah sengketa untuk tiap M2.  Pemohon kasasi memohon agar Mahkamah Agung berkenaan menetapkan atau setidaknya mendekati harga pasaran;





Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, berpendapat bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut, putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, yang menolak eksepsi Tergugat V dalam konpensi, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :





1. 	Penggugat dalam gugatan Konpensi, sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi dasar gugatannya terhadap Tergugat Asal V (Departemen PU);


2. Dalam eksepsinya Tergugat Asal V juga telah mengemukakan bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat Asal V atas tanah Penggugat asal;


3. 	Berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, gugatan Penggugat terhadap Tergugat Asal V, tidak berdasar sama sekali.  Karenanya harus dinyatakan tidak diterima;


4. Sesuai dengan pertimbangan tersebut, eksekusi Tergugat asal V dapat dikabulkan;





Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki puitusan Pengadilan Negeri mengenai “gugatan Konpensi”, juga telah keliru mengenal pembayaran ganti rugi oleh Tergugat asal III kepada Penggugat asal, karena Pengadilan Tinggi tidak secara tuntas menetapkan berapa besarnya ganti rugi itu.  Pengadilan Tinggi tidak boleh menggantungkan penaksiran ganti rugi pada Panitia Penaksir Panitia Pembebasan tanah yang akan dibentuk;





Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai pokok perkara dalam gugatan konpensi, menurut Mahkamah Agung sudah benar dan dapat dipertahankan;





Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.  Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 317/Pdt/1986/PT.DKI dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :





DALAM KONPENSI :


TERHADAP EKSEPSI :


- 	Menolak eksepsi Tergugat s/d Tergugat IV;


- 	Mengabulkan eksepsi Tergugat V;





DALAM POKOK PERKARA :


- 	Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;


- 	Menghukum Tergugat II, membayar ganti rugi kepada Penggugat, uang sebanyak 2.950 x Rp 50.000,- = Rp 147.5000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);


- 	Menyatakan gugatan terhadap Tergugat V tidak dapat diterima;


- 	Menolak gugatan selebihnya;





DALAM REKONPENSI :


- 	Menolak gugatan Tergugat II seluruhnya;





DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :


- 	Menghukum Tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;





CATATAN :


Abstrak Hkum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :





Menurut “Rencana Tata Kota Tahun 1979” yang dibuat oleh hak miliknya subyek hukum, PT Masa Kreasi, tidak akan terkena proyek pembuatan “Cengkareng Drain” sebagai usaha PEMDA untuk menanggulangi bahaya banjir di wilayah Jakarta Barat.  Namun atas permintaan pihak lain (PT Sumisari Ltd.) yang lahannya akan terkena proyek “Cengkareng Drain” tersebut, diam-diam mengajukan permintaan, sehingga Suku Dinas Tata Kota DKI pada tahun 1984, mengadakan revisi dan merubah Rencana Tata Kota yang telah ditetapkan 1979 tersebut.  Akibat perobahan Tata Kota yang ditetapkan 1984 ini, maka lahan tanah milik PT Masa Kreasi menjadi terkena proyek “Cengkareng Drain”.  Seluruh lahannya terkena habis menjadi sodetan sungai untuk mengatasi bahaya banjir di musim tersebut tersebut.  Perubahan Rencana Tata Kota oleh Pemda DKI ini merugikan pihak PT Masa Kreasi dan merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” dari Pemda DKI Jakarta yang wajib memberikan uan gganti rugi pembebasan tanah miliknya PT Masa Kreasi yang terkena proyek Cengkareng Drain tersebut;





Dalam menetapkan besarnya uang ganti rugi pembebasan tanah, maka Hakim di dalam putusannya harus menetapkan sendiri berapa besar uang ganti rugi tersebut.  Dalam putusannya tersebut, Hakim tidak boleh menggantungkan besarnya uang ganti rugi kepada Panitia Penaksir Pembebasan Tanah yang akan dibentuk oleh PEMDA DKI;





Demikian catatan kasus ini.





(ALI BOEDIARTO)
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